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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OOAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

MEKANISME PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

I  

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturun Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tclah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Ncgeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
maka guna memperlancar pelaksanaan kegiatan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah dan pengelolaan keuangan daerah 
serta penyempurnaan penatausahaan pengeluaran 
anggaran pada Satuan Kcrja Perangkat Dacrah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur; 

b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Perdapatan dan 

Bclanja Daerah harus efektif, cfisien, tertib, :ansparan dan 

bertanggung jawab sesuai ketentuan Perat an Perundang­ 

Undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagenana dimaksud 
pada huruf a dan b diatas pr"l menctapkan Peraturan 
Bupati Ogan Komering Ulu T. .r  tentang Mekanisme 
Pelaksanaan Penatausahaan Keu. .gun Daerah. 

1 .  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Ogu Komering Ulu Timur, 

Kabupaten Ogan Komcring U l  sclatan ln Kabupaten 

Ogan lir di Provinsi Sumateru :rlatan (Lembaran Negara 
Republik Indoncsin Tahun 200. Nomor 152 ,  Tambahan 

Lembaran Negurn Republik Indonesia Nomor ·433471 ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) ;  

I 
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3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendahnrann Ncpara (Lembaran Negara 
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 5 ,  Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 41355); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah 

bcberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4503); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dnerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  tentang 
Pengelolan Barang Mil ik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201·1 Nomor 92,  

Tambahan lcrnburun Ncgnrn Rcpublik t ndoncsin Nomor /.··· · 
5533); 
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1 1 .  Pcraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tcntang 

Pengelolaan Uang Negara/Dacrah (Lcmbaran Negara 

Rcpublik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indoncsin Nomor 2738); 

12. Pcraturan Pemerintnh Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Ncgara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Namor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4890); 

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 I  Tahun 2 0 1 0  tcntang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lenbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5165 ) ;  

14.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011  Nomor 310 ) ;  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61  Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

18 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terkhir dcngan Peraturan Menter i  Dalam Negeri Nomor I 
Tahun 20 16  tcntang Perubahan Kedua Ats Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara RepubHk lndcmesin T11lnm �!Olfi Nomor 5 4 1 ] ;  I 
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19. Peraturan Dacrah Kabupatcn Ogan Komering Ulu Timur 
Nomnor 6 Tahun 2016  tentnng Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupatcn Ogan Komcring Ulu Timur 
sebagaimana te lah diubah dengan Peraturan Dacrah 
Non.or I Tahun 2017 tentang Perubahan Alas Peraturan 
Dacrah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komcring Ulu 
Timur (Lcmbaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur Tahun 2 0 1 7  Nomor 1 ) .  

MEMUTUSKAN: 

enetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG 

MEKANISME PELAKSANALAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN 
DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Ogan omering Ulu Timur. 

2. Pererintah Daerah adalah Pe:wrintah Kabupaten Ogan 

Komcring Ulu Timur 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Homering Ulu Timur. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutya 

disingkat DPRD adulah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur. 

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur, 

7. Keuangan Daerah udlah scmua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyclcnggarann pemerintahan 
dacrah yang dapat dini lai lengan uang termasuk 
didalamnya scgulu hentuk kckayaan yang berhubungar 
dcngan hak dan kewnjibun dnernh tersebut, 

8. Pcngelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan ynng mcl ipu l i  perencanun, pelaksanuun, 
penatausahaun, peluporan, pertuuggungjawabnn, dan 

pcngawasan keuangan daeral, 
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9 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Darrah, yang 
sclanjutnya disingkat APBD adalah rcncana keuangan 
tahunan Pemcrintahan Dncrah yang dibahas dan  disctujui 
bersama oleh Pemcrintah Dncrah dan DPD, dan 
ditctapkan dengan Pcrat ran Daerah. 

1 0 ,  Satuan Kerja Perangkat Darrah yang sclanjutnya 
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daernh selaku pcngguna anggaran/ pcngguna 
barang. 

1 1 .Sa tuan Kcrja Pengelola Keuangan Dacrah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat dacrah 
pada pemerintah dacrah selaku pcngguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

1 2 .  Pemegang Kckuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
adalah kepala daerah yang karenu jabatannya mempunyai 
kewenangan menyclenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan dacrah. 

13. Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalab kepala satuan kerja perangkat 
daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

14.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
bertindak dalam kapasitas scbagui bendahara umum 
daerah. 

15 .  Kuasa Bcndahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
Kuasa BUD adalah pcjabat vang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugs Bendahara Umu: Derah. 

16 .  Pengguna Anggaran adalah pcjabut pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk mclaksanakan tugas pokok 
dan fungsi Sat uan erja Perangkat Daerah yang 
dipimpinnya, sclanjutnya da lam  ra ugka pengadaan 

barang/jasa pemerintah, Penguna Anggaran bertindak 
sebagai Pejabut Pembunt Komitmen. 

1 7 .  Kuasa cngguna mggaran atlalah pejabat yang diberi 
kuasa un tuk  melaksanakan scbugian kewenangan 
pcnpguna anggaran dn lam melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Satunn Kcrja Perangkat Derah,  selanjutnya 

dalamn rankuu pengadnan barang/jasa pemer in tah, Kuasa 
Penpyuna Aoggaran bert inlak scbagai Pejabat Pembua') 
Komitmen. } 
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18 .  Pcjabat Pembuat Komitmen yang sclanjutnya discbut PPK 
adalah pcjabat yang bertangung jawab alas pclaksanaan 
pengadaan bnrang/jasa, 

19 .  Pejabat Penatausahaan Kcuanan SKPD yang selanjutnya 
discbut PPK-SKPD adalah pcjabnt yang melaksanakan 
fungsi dan t a t a  usahn keuangun pada SKF'D. 

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kcgiatan yang seclanjutnya 

disebut PPTK adalah pejabat pada unit kcrja SKPD yang 

melaksanakan satu atau bebcrapa kcgiatan dari suatu 
program sesuai dengan bidang tugasnya. 

2 1 .  Bendahara Pencrimaan adalah pejabat [ungsional yang 
ditunjuk untuk mcnerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 

pcndapatan daerah dal n rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD. 

22. Bcndaharu Pengeluaran adalah pcjabat fungsional 
yang ditunjuk menerima, menyimpan. me:nbayarkan, 
menatausahakan dan merpertanggungjawabkan uang 

untuk kepcrluan belanja daerah dalam rangka 
pclaksanaan APBD pada PD. 

23. Pengguna Barang adalah prjabat pemegang kcwenangan 

pcnggunaan barang milik daerah. 

24.Kuasa Pengguna Barang Mi l ik  Dacrah sclanjutnya disebut 
scbagai Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja 
atau pejabat yang dunk oleh Penggunu Barat:g urruk 

menggunakan burang milik derah yang berada dalam 
pcnguusaannya dengan scbaik-baiknya. 

25. Pcjabat Penatausahaan Pengguna arang adalah Pejabat 
yang mlaksanakan fungsi tata usaha barang milk daerah 

pada Pengguna Barang. 

26. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 

Pengurus Barang adalah Pejabat dun/atau Jabatan 

Fungsional Umum yang discrahi tugas mcngurus barang. 

27. Pengurus Barang Pengeloln adlah pcjabat yang diserahi 

tugas menerima, menyimpan, mcr.gcluarkan, dan 

mncnatausahakan barnng mlik daerah padn Pejubat 
Penatausahan Barang. 

28. Pengurus Barang Penggunu adalah hnbatan Fungsional 

Umum yang discrahi tugns mencrima, menyimpn, 

mengeluarkan, menutuusahnkan barnng milik daerah 

pada Pengumu Baran 

29. Pembantu Pengurus Brang lengelol ndlah pengurs 

barang yang membuntu dalam penyiapan administrasi 
maupun tcknis  penatuusahaan burang milik daerah pacda / 
Pengelola Barang. ¥ 
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30. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurs 
barang yang mcmbantu dalam penyiapan admin istrasi  
maupun tcknis penatausahaan barang mil ik dacrah pada 
Pengguna Barang. 

3 1 .  Pengurus Barang Pembantu ada lah  yang discrahi tugas 

menerima, menyimpan, mcngeluarkan, menatausnhakam 
dan mcmpcrtanggung jawabkan barang milik daerah pada 
Kuasa Penggua Baranga 

32. Pengelolaan Barang M i l ik  Daerah adalah keseluruhan 

kcgiatan yang meliput i  perencanaan kcbutuhan dan 
pcnganggaran, pcngadnan, pcnggunann, pcmanfaatan, 
pcngamanan dan pemcliharaan,  penilaian, 
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 
penatausahaan dan pembinaan, pngawasan dan 
pcngendalian. 

33. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan 
rincian kcbutuhan barang milik dacrah untuk 
menghubungkan pengadaan barang yang tclah lalu 
dengan keadaan yang sedang berjalan scbagai dasar 
dalam mclakukan tindakan yang akan datang. 

34 .  Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah [RKBMD) adalah 
dokumen perencanaan keburuhan barang milik daerah 
untuk period 1 (satu) tahun. 

35. Unit Kerja adalah bagi. n dari SKPD yang melaksanakan 
satu atau bcberapa program. 

36. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah Tim yang dibentk dengan 

Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah 
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 
kebijakan Bupati dalam rangka penyus.nan APD yang 
anggotanya terdiri pcjabat pcrencana daerah, PPKD dan 
pejabat lainnya sesuai kcbutuhan. 

37. Badan Layanan Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah SKPD/unit kcrja pada SKPD di ingkungan 
pemerintah daerah yang dibcntuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyedinan barang 

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip cfisiensi dan produktivitas. 

38. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat U 
ada lah  dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembinyaan scrtu asumsi yang 

mendasarinya untuk periode I (satu) tahun, 
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39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang dibcrikan kpada 

SKPD untuk setiap program dun kcgiatan scbagai acuan 
dalam penyusunan RKA-SKPD scbagai dasar penyusunan 
RAPBD. 

40. Rencana Kcrja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingka! RKA-SKPD adalah dokumen pcrcncanaan dan 

penganggaran yang bcrisi program, kegiatan dan anggarar 

SKPD. 

1 1 .  Dokumen Pelaksanann Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan bclanjn sctiap SKPD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran olch pengguna 
anggaran. 

42. Rencana Kerjn dan nggaran PPKD yang selanjutnya 
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kcrja dan  anggaran 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku 

Bendahara Umum Daerah. 

43. Dokumen Pelaksanaan Aggaran PPKD yang selanjutnya 

disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan 

anggaran Badar. Pengeiolan eaangan dan Aset Darrah 

sclaku Bendahara Umum Duerah. 

BAB II 

PELAKSANAAN APED 

Pasal 2 

Mckanisme Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur, scbagaimana terlampir dalam 

Lampiran I dan Lampiran ' I  Peraturan Bupati ini yang terdiri 
dari: 

a. BAB I 

b. BAB II 

c. BAB I I I  

d. BAB IV 

e. BAB V 

Umum.  

nggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Penatausahuan Keuangan Daerah 

Penutup 
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BAB II I  

KET'ENTUAN PENUTUP 

'asal 3 

Dengan ditctnpknnnya Pcraturnn Bupati i n i ,  makn Pcraturan 
Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2007 
tentang Mckanisme Pelnksanann Penataunnhann Kcuanan 

Daerah [Bcritn Darrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2007 Nomor 35 ) ,  dicabut lan dinyatalan tidak bcrlak. 

Pasnl 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setuiap orang dapat mengetahuinya, mcmerintahkan 
pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan 
Komcrinp Ulu Timur. 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal, I4 Jnuari 2020 l DUPA1'1 OGAN KO . · RING ULU TIMUR, 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal, 7an0ar> 2020 

SEKRETARIS DAERA 

/xABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.-'; 
; 

J 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

TAHUN 2020 NOMOR 
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